
BERITA DAIRAII KABI'PATEIT CIREBON

IIOIf,OR lc TAHIII 2O14 SERI :.rc

PERATI'RAIT BI'PATI CINEBOI{
ITOMOR 79 TAHI'IT 2014

TEI{TANG

PEDO AN TA BAIIAIT PEIYGHASIUUT PECAWAI I{DGERI AIPIL
DI LIITGI('ITGAII PEMTRIITTAH XABI'PATTIT CIREBOIT

Menimbang :

Mengingat

DEI{GAI{ RAHUAT AI,IIAIT YAITG UAIIA F.sA

BT'PATI CIREBOI{,

a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu
diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipit harus
adil dan layak sesuai dengan bobot peke{aan dan
tanggundawabnya dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut
beke{a;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka
ketentuan mengenai pedoman tambahan penghasilan
pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2O14 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu
dicabut dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Liugkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon.

. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwalarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daera-h-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Bamt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Talun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5586);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2Ol3 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 57);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor I42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaSO);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aTal);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 201O - 2025;
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun l97l tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang , Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Oll);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2}ll tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
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15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 37,
Seri D.23);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005
Nomor 38, Seri D.24);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2OO8
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2,
Seri D.1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 3,Seri D.2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.S);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 5, Seri D.+);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 6, Seri D.S);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 7, Seri D.O);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2OO9
tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2OO9 Nomor 4, Seri D.t);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2OO9
tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2OO9 Nomor 5, Seri D.2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2071, tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Organisasi
Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2Oll
Nomor 12, Seri D.1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2OlO
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4,
Seri D.1).
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MEMUTUSI(AN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH I(ABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 7945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan
lembaga lain;

8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah
Daerah;

9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
1 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

Badan Perencanaan PembangLlnan Daerah Kabupaten
Cirebon;

72. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Cirebon;
74. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Cirebon;

15. Lembaga lain merupakan bagian dari perangkat daerah
yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cirebon;
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17. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten
Cirebon;

18. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten
Cirebon;

19. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon;

20. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya
disebut OPD Kabupaten adalah Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain;

21. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon;

22. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya
disebut SKPD Kabupaten adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran
/pengguna barang;

23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Um
adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau
badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau
badan;

24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Aparatur
Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negera;

25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekeqa pada
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

26. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah
penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil
pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji
yang diterima dengan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang perhitungannya
menggunakan metode evaluasi faktor {factors eualuation
system);

27. Factors Eualuation System yang selanjutnya disebut
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu
proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis
dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut
sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan
untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;

28. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan
yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan
berdasarkan informasi jabatan;

29. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan
tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;

30. Faktor, Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan
dalam suatu jabatan yang terdiri dari ievel-level;

31. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
peg.awai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi
yang telah direncanakan dengan menggunakan dan
memanfaatkan sumberdaya organisasi;
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32. Pengukuran Kinerja Pegawai adalah pengukuran kinerja
terhadap prestasi keda dan perilaku kerja yang
dilaksanakan secara periodik terhadap pegawai oleh
atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan
dalam unit kerja;

33. Presensi adalah kehadiran pegawai dibuktikan dengan
menggunakan elektronik dan/atau daftar hadir manual;

34. Mesin Absen adalah alat bantu yang digunakan untuk
menunjukan kehadrcanfketidakhadiran Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas;

35. Aplikasi Kinerja adalah program komputer untuk
menampilkan/menyajikan data kinerja Pegawai Negeri
Sipil;

36. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi;

37. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah;

38. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi atau setara dengan
pejabat eselon II pada satuan organisasi;

39. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan;

40. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi
pemerintah atau setara dengan pejabat eselon
III/administrator, pejabat eselon IV/pengawas dan
pejabat fungsional umum/pelaksana pada satuan
organisasi;

41. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu;

42. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi
pemerintah;

43. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

44. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

45. Pejabat Pengelola Daftar Hadir Pegawai adalah pejabat
penilai perilaku dan prestasi kerja pegawai negeri sipil
yang ditunjuk dan ditetapkan pada masing-masing
SKPD/OPD melalui Keputusan Kepala SKPD/OPD
dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV
atau Kepala Sub tsagian Umum atau pejabat lain yang
setingkat;
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46. Pejabat Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil adalah pejabat yang menetapkan besaran
tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai
negeri sipil atas dasar hasil pengukuran kinerja yang
dilakukan oleh Pejabat Pengelola Daftar Hadir yang
ditunjuk dan ditetapkan pada masing-masing
SKPD/OPD melalui Keputusan Kepala SKPD/OPD
dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV
atau Kepala Sub Bagian Keuangan atau pejabat lain
yang setingkat;

47. Atasan Pejabat Pengelola Daftar Hadir Pegawai dan
Pejabat Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil adalah Kepala SKPD/OPD pada masing-
masing SKPD/ OPD.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi menggunakan prinsip-prinsip:
a. Efesiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah

Kabupaten Cirebon; dan
b. Equal pag for equal Luork, pemberian besaran tambahan

penghasilan pegawai negeri sipil sesuai dengan nilai jabatan
dan pencapaian kinerja.

Pasal 3

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil merupakan
fungsi dan keberhasilan atas dasar kinerja yang telah
dicapai oleh seorang individu pegawai.

Kinerja individu pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh
SKPD / OPD.

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
didasarkan pada:
a. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil Analisis

Beban Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai dan pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal;

b. Nilai/bobot jabatan; dan
c. Indeks harga nilai/bobot jabatan.
Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
menggunakan metode evaluasi faktor (factors eualuation
system) sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang
merupakan tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tidak diberikan
kepada :

(1)

(21

(1)

(2\
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(4\

(s)

(6)

(1)

(2)
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a. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/
jabatanl pekerjaan tertentu pada instansi danl atau
sedang melaksanakan tugas belajar;

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara/
dinonaktifkan;

c. Pegawai instansi yang diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat; dan

d. Pegawai instansi yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun.

Tambahan penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
diberlakukan sama dengan tambahan penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil.
Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
melaksanakan cuti diluar dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan sama dengan
tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pindahan
atas dasar permohonan dan/atau titipan dari luar
Pemerintah Kabupaten Cirebon diberikan setelah yang
bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas.
Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang
dipekerjakan pada pemerintah Kabupaten Cirebon diberikan
terhitung sejak tanggal ditetapkan apabila di instansi
asalnya tidak memberikan tambahan penghasilan danlatau
sejenisnya kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
Pegawai negeri sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada
instansi atau lembaga pemerintah di luar Pemerintah
Kabupaten Cirebon dapat diberikan tambahan penghasilan
apabila di instansi yang mempekerjakannya tidak
memberikan tambahan penghasilan danlatau sejenisnya
kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat diberikan
sebesar loooh apabila telah memenuhi penilaian prestasi
dan perilaku kerja yang ditetapkan setiap bulannya.
Prestasi dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Prestasi kerja diukur berdasarkan atas pencapaian nilai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot persentasi
penambah terhadap tambahan penghasilan pegawai
adalah sebesar 4oh; dan

b. Perilaku kerja diukur berdasarkan atas presensi
kehadiran dengan bobot persentasi penambah terhadap
tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar lI%.

Pengukuran pencapaian nilai Sasaran Ker.la Pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan kualifikasi
sangat baik (91-ke atas) dan baik (76-90) pada akhir
tahun akan diberikan bobot persentasi penambah
terhadap tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar
4%o setiap bulannya;

(3)
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b. Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan kualifikasi
cukup (61-75), kurang (51-60) dan buruk (0-50) pada
akhir tahun akan diberikan bobot persentasi pengurang
terhadap tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar
-4oh setiap bulannya;

c. Perhitungan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada
akhir tahun berkenaan, digunakan untuk perhitungan
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada tahun
berikutnya.

Pengukuran perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pegawai yang masuk kerja akan diberikan bobot
persentasi penambah terhadap tambahan penghasilan
pegawai adalah sebesar O,5o/o setiap harinya;

b. Pegawai yang tidak masuk kerja akan diberikan boboL
persentasi pengurang terhadap tambahan penghasilan
pegawai adalah sebesar -O,5o/o setiap harinya;

c. Pegawai yang tidak terlambat masuk kerja akan
diberikan bobot persentasi penambah terhadap
tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar O,25o/o
setiap harinya;

d. Pegawai yang terlambat masuk kerja akan diberikan
bobot persentasi pengurang terhadap tambahan
penghasilan pegawai adalah sebesar -O,25o/o setiap
harinya;

e. Pegawai yang pulang kerja pada waktunya akan
diberikan bobot persentasi penambah terhadap
tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar O,25o/o
setiap harinya;

f. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya akan
diberikan bobot persentasi pengurang terhadap
tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar -O,25oh
setiap harinya; dan

g. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja
sebelum waktunya akan diberikan bobot persentasr
pengurang terhadap tambahan penghasilan pegawai
adalah sebesar -O,5o/o setiap harinya.

Nilai SKP dengan kualifikasi cukup (61-75), kurang (51-60)
dan buruk (0-50) dan akumulasi presensi kehadiran
mencapai 5 hari atau lebih pada akhir tahun akan dijadikan
dasar pemberian sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai yang terlambat masuk kerja diberikan izin hadir
terlambat paling banyak 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan
dengan waktu keterlambatan diberikan maksimal 23 menit
dari ketentuan jam kerja masuk.
Apabila pegawai negeri sipil izin hadir terlambat melebihi 4
(empat) hari dalam 1 (satu) bulan, maka yang ke-5 (lima)
dan seterusnya dikategorikan terlambat.
Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan izin
pulang kerja sebelum waktunya paling banyak 4 (empat)
hari dalam 1 (satu) bulan dengan waktu pulang kerja
sebelum waktunya diberikan maksimal 23 menit dari
ketentuan jam pulang kerja.

(s)

(1)

(2)

(3)
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(s)

(6)

t7)

(8)
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Apabila pegawai negeri sipil izin pulang kerja sebelum
waktunya melebihi 4 (empat) hari dalam I (satu) bulan,
maka yang ke-s (lima) dan seterusnya dikategorikan pulang
kerja sebelum waktunya.
Pegawai yang tidak masuk kerja dapat dikategorikan
masuk kerja apabila yang bersangkutan mengambil hak cuti
tahunan atau cuti lainnya.
Izin hadir terlambat masuk kerja, izin pulang kerja sebelum
waktunya dan cuti harus disampaikan kepada atasan
Iangsung untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
Persetujuan izin dan cuti tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) paling lambat diberikan dalam waktu 3 (tiga)
hari sejak pegawai negeri sipil yang bersangkutan
mengajukan permohonan izin dan cuti.
Jumlah jam kerja efektif bagi setiap pegawai dalam I (satu)
minggu adalah 37,5 jam dengan pengaturan sesuai tabel
berikut :

a. Tabel 5 tlimal hari keria

Hrd fcrJ.
Jrdwel

fcght ! Pulqtl

Senin, Selasa, Rabu

Apel Pagi 07.OO s.d- 07.15

Jam K€rja I 07.15 s.d. l2-OO

12.00 s.d- 13.00

Jam Kerja II 13.00 s.d. 15.15

15.15 s.d. 15.30

Apel Pagi 07.OO s.d. 07.15

Jam Kerja I 07.15 s.d. I L45
I1.45 s.d. 12.45

Jam Kerja Il I2.45 s.d. 15.15

15.15 s.d. 15.30

b. Tabel 6 (enam) hari kerja.

Erd &dr Jrdr.l
K63lrtrr Puhrl

Senin, Selasa, Rabu,
Kamis dan Sabtu

Apel Pagi 07.OO s.d.07.15
Jam Kerja I 07.15 s.d. 12.00

l2 OO s.d. 12.3o

Jam Kerja Il 12.3O s.d. la.OO

l4.OO s.d. 14.15

Apel Pagi 07.00 s.d.07.15
Jam Kerja I 07.15 s.d. 12.00

I l 45 s.d. 12.45

Jam Kerja II

l4-OO s.d. 14.15

Pasal 8

(1) Pedoman tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ini
digunakan sebagai panduan dalam menetapkan besaran
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada OPD/SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



(2)

11-

Pedoman tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ini
tidak digunakan sebagai panduan dalam menetapkan
besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil bagi
Kepala Sekolah, Guru Sekolah, Penilik Sekolah dan
Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Cirebon.
Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
melalui Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB III
MESIN, ABSEN, DAN APLII{ASI KINERJA

Pasal 9

Perangkat yang digunakan untuk menunjukan kehadiran/
ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas
adalah mesin absen.

(3)

Setiap SKPD/ OPD dalam
penghasilan pegawai negeri
mesin absen.

Seluruh penghasilan
menggunakan aplikasi
rekening bank.

Pasal 1O

pengajuan rekomendasi tambahan
sipil wajib melampirkan pint out dari

Pasal 1 1

Mesin absen wajib terintegrasi dengan aplikasi kinerja di Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cirebon.

Pasal 12

Aplikasi kinerja menyajikan data Sasaran Kerja Pegawai (SKP),
Surat Perjalanan Dinas (SPD), Sistem Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP), dan Lembur Pegawai
Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pasal 13

pegawai negeri
llinerja dengan

Pasal 14

sipil di luar gaji
pembayaran melalui

Untuk pengolahan data meliputi tarik data SKP, SPD, TPP, dan
Lembur Pegawai Negeri Sipil serta pemeliharaannya
dilaksanakan oleh pihak rekanan yang dikelola oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cirebon



(1)
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Pasal 15

Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang medis yang biasa
melakukan suatu tindakan-tindakan yang membutuhkan
penanganan cepat dan tidak dapat ditunda-tunda karena
sifat kegawatannya (citooprs. laparatoml, sistem presensi
kehadirannya dikecualikan dari mesin absensi dengan
menggunakan sistem presensi kehadiran yang diatur
tersendiri oleh OPD/SKPD yang bersangkutan.
Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang pengamanan
yang melakukan pekerjaan secara shift, sistem presensi
kehadirannya dikecualikan dari mesin absensi dengan
menggunakan sistem presensi kehadiran yang diatur
tersendiri oleh OPD/SKPD yang bersangkutan.
Pegawai negeri sipil yang bekerja diluar dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
sistem presensi kehadiran dengan menggunakan mesin
absensi.
Pegawai negeri sipil yang bekerja di luar jam kerja sekurang-
kurangnya 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) harinya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (8) huruf a dan huruf b, tidak
diberikan bobot persentasi penambah terhadap tambahan
penghasilan pegawai negeri sipil.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam ketentuan jam lembur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
MEI(ANISME PELAKSANAAN

Pasal 16

Pimpinan SKPD/OPD menetapkan pejabat pengelola daftar
hadir pegawai dan pejabat penetapan tambahan
penghasilan pegawai negeri sipil pada masing-masing
SKPD/ OPD setiap tahunnya.
Pejabat pengelola daftar hadir pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Umum
pada masing-masing SKPD/OPD danlatau pejabat lainnya
yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan kehadiran pegawai negeri sipil
yang ada pada masing-masing SKPD/OPD;

b. Menghimpun dan mencetak hasil presensi dari mesin
absen;

c. Merekapitulasi absensi pegawai negeri sipil yang ada
pada masing-masing SKPD/OPD dari mesin absen;

d. Melakukan evaluasi berkas hasil presensi dari mesin
absen; dan

e. Menyampaikan berkas hasil presensi dari mesin absen
kepada pimpinan SKPD/OPD untuk mendapatkan
persetujuan agar dilakukan verifikasi oleh pejabat
penetapan tambahan penghasilan pegawai negeri
sipil/kepala sub bagian keuangan danlatau pejabat
lainnya yang setingkat.

Pejabat penetapan tambahan penghasilan pegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala
Sub Bagian Keuangan pada masing-masing SKPD/OPD

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)
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d,anlatau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas
sebagai berikut :

a. Membuat daftar usulan penerimaan tambahan
penghasilan pegawai negeri sipil untuk masing-masing
pegawai negeri sipil;

b. Menyampaikan berkas daftar usulan penerimaan
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kepada
pimpinan SKPD/OPD untuk mendapatkan persetujuan;

c. Menyampaikan hasil persetujuan pimpinan SKPD/OPD
atas berkas hasil presensi dan berkas daftar usulan
penerimaan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil
kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Cirebon untuk dilakukan evaluasi
dan mendapatkan rekomendasi untuk pembayaran;

d. Melampirkan hasil rekomendasi dari Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah kepada
pimpinan SKPD/OPD sebagai dasar untuk pembuatan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan
Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil kepada Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah sebagai dasar penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D);

e. Melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai
negeri sipil; dan

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan
pegawai negeri sipil.

Penyampaian hasil persetujuan pimpinan SKPD/OPD atas
berkas hasil absensi dan berkas daftar usulan penerimaan
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang telah
dilaksanakan pada bulan sebelumnya kepada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cirebon, dilakukan paling lambat pada tanggal 3 (tiga) hari
kerja pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan
desember disampaikan pada tanggal 20 (dua puluh) hari
kerja.
Penyampaian rekomendasi hasil evaluasi atas berkas hasil
absensi dan berkas daftar usulan penerimaan tambahan
penghasilan pegawai negeri sipil yang telah dilakukan oleh
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
kepada SKPD/OPD dilakukan paling lambat 4 (empat) hari
kerja setelah berkas tersebut diterima dan dinyatakan
lengkap.
Pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipit
untuk bulan sebelumnya dilakukan paling lambat tanggal
1O bulan berikutnya setelah dilakukan terlebih dahulu
pengukuran perilaku kerja pada bulan sebelumnya (N-1)
dan pengukuran prestasi kerja berdasarkan nilai sasaran
kerja pegawai pada tahun sebelumnya (N-1).
SKPD/OPD menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
dengan melampirkan daftar presensi, persentasi presensi,
penetapan besaran tambahan penghasilan, surat
rekomendasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah dan surat pernyataan dari Pimpinar-r
SKPD/OPD kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana

(s)

(6)

(7)



(2)

(8)

(e)

(1)

(1)

(2)

(3)

t4-
(SP2D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Realisasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri
sipil dibayarkan sesuai dengan besaran jumlah yang telah
diverifikasi dan dievaluasi.
Dana tambahan penghasilan yang tidak terserap, disetorkan
ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pegawai negeri sipil yang dipindahkanldirotasikan kc
OPD/SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Cirebon, tambahan penghasilan pada bulan sebelumnya
diberikan dan dibebankan pada OPD/SKPD lama dan
tambahan penghasilan pada bulan berikutnya dan/atau
bulan berkenaan pada saat pemindahanlpeiantikan
diberikan dan dibebankan pada OPD/SKPD baru terhitung
mulai tanggal Surat Pelantikan danf atau Surat Tugas pada
bulan berikutnya berdasarkan daftar rekapitulasif pnnt out
mesin absen dari OPD/SKPD lama.
Pegawai negeri sipil yang dipromosikan ke jenjang jabatan
eselon yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon, tambahan penghasilan pada bulan
sebelumnya diberikan dan dibebankan pada OPD/SKPD
lama sesuai dengan jabatannya dan tambahan penghasilan
pada bulan berikutnya danlatau bulan berkenaan pada
saat promosi/pelantikan diberikan dan dibebankan pada
OPD/SKPD baru sesuai dengan jabatannya terhitung mulai
tanggal Surat Pelantikan pada bulan berikutnya
berdasarkan daftar rekapitulasi/pnnt out mesin absen dari
OPD/SKPD iama sesuai dengan jabatannya.
Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia pada bulan
berkenaan, tambahan penghasilan pada bulan sebelumnya
diberikan dan dibebankan pada OPD/SKPD yang
bersangkutan kepada ahli warisnya dan tambahan
penghasilan pada bulan berikutnya dan latau bulan
berkenaan pada saat meninggal dunia diberikan dan
dibebankan pada OPD/SKPD yang bersangkutan kepada
ahli warisnya terhitung mulai tanggal Surat Keterangan
Meninggal Dunia pada bulan berikutnya berdasarkan daftar
rekapitulasilprint out mesin absen dari OPD/SKPD lama.

Pasal 18

Pegawai negeri sipil yang dinilai dapat mengajukan
keberatan atas hasil penilaian yang telah dilakukan.
Keberatan atas hasil pengukuran kinerja sebagaimana
dimaksud, pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh
Pejabat Pengelola Daftar Hadir dan Pejabat Penetapan
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil secara
berjenjang sampai Kepala SKPD/ OPD.
Dalam hal Kepala SKPD/OPD tidak dapat menyelesaikan
keberatan terhadap hasil pengukuran kinerja, maka Kepala
SKPD/OPD melaporkan kepada Tim Pengendalian, Tim
Monitoring dan Tim Evaluasi.
Tim Pengendalian, Tim Monitoring dan Tim Evaluasi
menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja dengan

(3)

(4)
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membahas dan memutuskan
SKPD/OPD yang bersangkutan
pendukung yang ditunjukkan oleh

bersama-sama Kepala
berdasarkan bukti-bukti
pihak yang bersengkcta.

Pasal 19

Anggaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD, dengan mengukur terlebih dahulu kemampuan
keuangan daerah.

BAB V
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Pengendalian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilaksanakan
sesuai kebutuhan.
Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon.
Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksurd
pada ayat (2), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Cirebon dapat mengikutsertakan Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon,
Inspektorat Kabupaten Cirebon, dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 21

Monitoring tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada
setiap OPD/SKPD dilakukan oleh Kepala OPD yang
bersangkutan.
Monitoring sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap semester sebagai bagian dari pembinaan dan
pengendalian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris
Daerah Kabupate" a,r.Or.j", 

,,
Evaluasi tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon dan Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)



Diundangkan di
pada tanggal 2, ),

7-.SEKRETARI
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(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon dan Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon dapat mengikutsertakan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cirebon, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon, Inspektorat Kabupaten Cirebon, dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36
Tahun 2Oll tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 22 Desember 2074

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

-L..r Lvt.ar' u\r: 4V l/+

DAERAH KABUPATEN CIREBON,Y

f DUDUNG MULYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR SERI



LAMPIRAN I

PEDOMAN TAMBAIIAN PENGHASILAN PEGAUTAI NEGERI SIPIL
DI LIIIGKUI{GAIT PEMERII{TAII XABUPATEN CIR.EBON

A. I{RITERIA FAXTOR JABATAN
Pada masing-masing jabatan terdapat faktor jabatan. Penjelasan terhadap
masing-masing faktor jabatan tersebut adalah sebagai b€rikut:

1. T'ABATAN STRUKTURAL
Faktor jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 6 (enam) faktor.
Setiap faktor memiliki beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan
nilai tertentu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Faktor 1- Beban ferja SKPD/OPD
. Faktor ini menilai rata-rata beban kerja per jabatan struktural pada

masing-masing SKPD/OPD. Faktor ini memiliki 5 (lima) level darr nilai
sebagai berikut:

-t7-
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 79 Talun 2O14
TANGGAL : 22 Desember 2014

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja
rata-rata (250 - 5OO)

dari hasil perhitungan
beban kerja setiap

pejabat struktural dan
fungsional yang ada

pada SKPD/OPD
tersebut

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja
rata-rata (501 - 750)

dari hasil perhitungan
bebar kerja setiap

pejabat struktural dan
fungsional yang ada

pada SKPD/OPD
tersebut-

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja
rata-rata (751- 1025)
dari hasil perhitungan

beban kerja setiap
pejabat struktural dan

fungsional yang ada
pada SKPD/OPD

tersebut-
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I.attor 2- Stardar PelaFraE Uhlmal
Faktor ini mempertimbangkal pelaksanaan pelayaran minimal yang
menjadi urusan wajib SKPD/OPD tersebut. Faktor ini memiliki 3 (tiga)
level dan nitai sebagai berikut:

b-

SKPD/OPD yang
memiliki beban ke{a

rata-rata (1026 - 13OO)

dari hasil perhitungan
beban kerja setiap

pejabat struktural dan
fungsional yang ada

pada SKPD/OPD
tersebut.

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja

rata-rata (> 1301) dari
hasil perhitungan
beban kerja setiap

pejabat struktural dan
fungsional yang ada

pada SKPD/OPD
tersebut.

SKPD/OPD ini hanya
melaksanakan

pelayanar umum dan
tidak memiliki standar

pelayanan minimal

SKPD/OPD ini
disamping

melaksanakan
pelayalan umum juga

memiliki standar
pelayanan minimal

SKPD/OPD ini
disamping

melaksanakan
pelayanan umum juga
melakukal koordinasi,

evaluasi dan
mengawasi

pelaksanaan
pelayanan umum serta
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standar pelayanan
minimal yang

dilaksanakan oleh
SKPD/OPD

Faktor 3- Tats Hubungau Kerja
Faktor ini mempertimbangkan tata hubungan kerja/lintas koordinasi
antar SKPD/OPD maupun instansi vertikal dalam pelaksanaan
program dan kegiatannya. Faktor ini memiliki 3 (tiga) level dan nilai
sebagai berikut:

SKPD/OPD ini dalam
melaksanakan
program dan
kegiatannya

berkoordinasi dengan
SKPD/OPD di

250

lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

SKPD/OPD ini dalam
melaksanakan
program dan

400

kegiatannya disamping
berkoordinasi dengal

SKPD/OPD di
Iingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon
juga dengan instansi
vertikal dan jika tidak

dilakukan akan
berdampak terhadap

target pencapaian
kinerja Peme rintai
Kabupaten Cirebon

SKPD/OPD ini
mengkoordinasikan

SKPD/OPD dan
instansi vertikal dalam'

proses perencanaan
dan perumusan
kebijakan dalam
penyelenggaraan

pemerintahan
l



20-

d. Faktor zl- Kewenangan
Paktor ini mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki oleh
SKPD/OPD. Faktor ini memiliki 3 (tiga) level dan nilai sebagai berikuti

SKPD/OPD teknis
dalam pelaksanaan

administrasi pelayanan
Llmum

SKPD/OPD teknis
dalam pelaksanaan

pengawasan dan
kepegau,aian

SKPD/OPD
administrasi dan

teknis dalam
pelaksanaan

perumusan kebijakan

4-1 123

42 t75

4-3

e, Faktor 5 - Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaal
Faktor ini mengukur kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam
organisasi yang diarahkan, termasuk pekerjaan lini dan stat, atau
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal teknis atau
penga\,!.asan baik secara langsung atau melalui bawahan, pemimpin
atau pihak lain. Faktor ini memiliki 6 (enam) Ievel dan nilai sebagai
bcrikut:

223

NILAI FAI'TOR
XESI'LNAIT DAIAU

PEITGAR,AIIIIN
PEXER^'AAN

.Iabaian dalam faktor ini
incmba\1,ahi pelaksana dan

dibawahnya alau Yang
setara (Eselon lV.b)

Jab.ltan dalam faktor ini
m"m ba\ ahr pelaksana dan

dibaNahn]a atau yang
setara (Eseion IV.a)

5-1 215

Jabatan dalam faktor ini
memba$aii jabatan Eselon

lv.b dan IV.a dan
dibalralmt'a atau t'ang

setara (Eselon Ill.b)
.Iabatan dalam faktor ini
mengkoordinasikan dan

membawahi jabatan lV.b,
IV.a dan lll.b dan

diba\rahnya alau yang
setara (Eselon IIl.a)

Jabatan dalam faktor ini
mcmbawahi jabatan IV.b,

lV.a, IIl.b dan lll.a dan
diba\\'ahnya atau yang

setara (Eselon ILb)

LEtIE . FAI{T()R
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,lahatan dalam faktor ini
mHrnba{ ahi jabata n lV.b,

IV.a. ltt.b. lll a .lan Il.b dan
diba$ahnya atau \ ane

"oa3lP!!r"1.11")
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I{ILAI FAJ(AOR

5-6

Faktor6-KondisiLain
Faktor ini mengukur berbagai
kesulitan dan kerumitan dalam
dan tanggung ja$ab. Faktor ini
sebagai berikutl

kondisi yang mempengaruhi tingkat
melaksanakan keu,a.jiban, \vewenang
memiliki 8 (delapan) level dan nilai

KONDTSI LAIN

J"brta" t"-rd"k
merangkap jabatan

lain dan hanya
menjalankan tugas

tambahan yang
sifatnya sementara

atau sewaktu waktu

Jabatan ini merangkap
jabatan lain sebagai
Pengelola Retribusi,
PPK SKPD, dan

Perencana Program

JabaLan ini merangkap
jabatan }ain sebagai
Penelaahan Produk
Hukum Daerah dan

Bantuan
Hukum/Kajian

Perumusan Kebijakan
dan Reformasi

Birokrasi/ Penunjang
Pelayanan KDH

.Jabatan ini merangkap 325

Jabatan Iain srbagai
Pengelola BMD

SKPKD, dan
ULP/LPSE

Jabatan ini merangkap
jabatan lain sebagai

Pengelola Pajak
Retribusi,dan PPK

SKPD selaku Pengelola
Retribusi

Jabatan merangkap



jabatan lain sebagai
PPK SKPD selaku
Pengelola Pajak -
Retribusi dan PPK

SKPD selaku
Penunjang Pelayanan

KDH

Jabatan ini merangkap
jabatan lain sebagai
Kuasa BUD SKPKD

6-7 650

Jabatan ini merangkap
jabatan lain sebagai
PPKD - SKPKD, dan
Penelaahan Produk
Hukum Daerah dan

Bantuan Hukum

6-8 700

2. TAKTOR JABATAN FUNGSIONAL
Fakto. jabatan fungsional pegawai negeri sipil terdiri dari 4 (empat) faktor
jabatan. Setiap faktor memiliki beberapa level dar setiap level memiliki
kriteria dan nilai tertentu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Fakor l- Beban Kerja SI{PD/OPD
Faktor ini menilai rata-rata beban kerja per jabatan struktural pada
masing-masing SKPD/OPD. Faktor ini memiliki 5 (lima) level dan nilai
sebagai berikut:

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja
rata-rata (250 - 500)

dari hasil perhitungan
beban kerja setiap

pejabat struktural dan
fungsional yang ada

pada SKPD/OPD
tersebut

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja 

.

rata-rata (501 - 750)
dari hasil perhitungan

beban kerja setiap
pejabat struktural dan

fungsional yang ada
pada SKPD/OPD

. tersebut.

125



SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja
rata-rata (751 - 1025)
dari hasil perhitungan

beban ke{a setiap
pejabat struktural dan
fungsional yang ada

pada SKPD/OPD
tersebut.

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja

rata rata (1026 - 13OO)

dari hasil perhitungan
beban kerja setiap

pejabat struktural dan
fungsional yalg ada

pada SKPD/OPD
tersebut.

SKPD/OPD yang
memiliki beban kerja

rata-rata (> 1301) dari
hasil perhitungan
beban kerja setiap

pejabat struktural dan
fungsional yang ada

pada SKPD/OPD
tersebut,

-23-

Faktor 2- StaEdar Pelayauan Minlmal
Faktor ini mempertimbangkan peLaksalaan pelayanan minimal yang
menjadi urusan wajib SKPD/OPD tersebut. Faktor ini memiliki 3 (tiga)
level dan nilai sebagai berikut:

b.

SKPD/OPD ini hanya
melaksanakan

pelayanan umum dan,
tidak memiliki standar

pelayanan minimal

SKPD/OPD ini
disamping

melaksanakan
pelayanan umum juga

iremiliki standar
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Faktor 3 - Pengetahuan yalg Dlbutuhkan Jabatan
Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi yang harus dimengerti
pegawai dalam melakukan pekerjaan yang hasilnya dapat diterima
$aitu: langkahJangkah, prosedur, unjuk ke{a, ketentuan, kebijakan,
teori, prinsip-prinsip dan konsep) serta tingkat ketrampilan yang
diperlukan untuk menerapkan pengetahuan ter8ebut, faktor ini
memiliki 8 (delapart) level dan nilai sebagai berikut:

SKPD/OPD ini
disamping

melaksanakan
pelayanan umum juga
melakukan koordinasi,

evaluasi dan
mengawasi

pelaksanaan
pelayanan umum serta

standar pelayanan
minimal yang

dilaksanakar oleh
SKPD/OPD

Juru, Juru selaku
Penelaahan Produk
Hukum Daerah dan

Bantuan
Hukum/Kajian

Perumusan Kebijakan
dan Reformasi

Birokrasi/ Penunjang
Pelayanan KDH, dan

Juru seLaku
ULP/LPSE/BMD/BUD

Pengatur, Pengatur
selaku Penelaahan

Produk Hukum Daerah
dan Bantuan

Hukum/Kajian
Perumusan Kebijakan

dan Reformasi
Birokrasi/ Penunjang
Pelayanan KDH, dan

Pengatur selaku



ULP/LPSE/BMD/BUD

Penata, Penata selaku
Penelaahan Produk
Hukum Daerah dan

Bantuan
Hukum/Kajian

Perumusan Kebijakan
dan Reformasi

Birokrasi/Penunjang
Pelayanan KDH, dan

Penata selaku
ULP/ LPSE/ BMD/ BUD

Pembina, Protokol,
Pembina selaku

Penelaahan Produk
Hukum Daerah dan

Bantuan
Hukum/Kajian

Perumusan Kebijakan
dan Reformasi

Birokrasi/ Penunjang
Pelayanan KDH,
Pembina selaku

ULPlLPSE/BMD/BUD,
Pelaksana Teknis

Tertentu, JFT Terampil
Pemula dan Terampil

Pelaksana

JFI Terampil
Pelaksana Lanjutan,
Driver Bupati/Wk.

Bupati/Sekda,
Sekretaris Pribadi

Bupati/Wk.
Bupati/ Sekda, dan
Ajudan Bupati/Wk.

Bupati/Sekda

JFI Terampil Penyelia,
Ahli Pertama dan Ahli

Muda

JFT Ahli Madya, dan
Staf Perencana Ahli

Penunjang IPM
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Faktor 4- Tujuan Hubungan
Faktor ini meliputi tujuan hubungan pribadi berkisar dari pertukaran
inlormasi tentang fakta sampai dengan situasi yang menyangkut
persoalan yang kontroversial atau yang penting dan sudut pandang,
tujuan atau sasaran yang berbeda. Hubungan dengan orang/pihak
yang dipergunakan sebagai dasar bagi pemilihan 1eve1 untuk faktor ini
harus sama dengan hubungan yang menjadi dasar bagi pemilihan level
untuk faktor hubungan antar pdbadi memlliki 10 (sepuluh) level clzLn

nilai sebagai berikut:

Pelaksana Pengelola
Retribusi/ Pajak dan Pelaksana

Administrasi Umum

Hukum/ Kajian Perumusan
Kebijakan dan Reformasi

Birokrasi/ Penunjang Pelayanan
KDH, Sandi Teikom, Protokoi,

Pemegang Barang, dan
Pengurus Barang dan Pengurus
Barang Pada Penelaahan Produk

Hukum Daerah dan Bantuan
Hukum/ Kajian Perumusan
Kebijakan dan Reformasi

Birokrasi/ Penunjang Pelayanan
KI)H

Rumpun Jabatan Fungsional
Tertentu

Driver Bus, Pelaksana
Penelaahan Produk Hukum

Daerah dan Bantuan

Driver Bupati/Wk.

Keuangan, Ajudan dan
Sekretaris Bupati/wk.

Bupati/Sekda

Bendahara Pengeluaran
Pembantu/ Penerimaan

Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembanlu Pada
Penelaahan Produk Hukum

Daerah dan Bantuan
Hukum/Kajian Perumusan
Kebijakan dan Reformasi

Birokrasi/ Penunjang Pelayanan
' KDH
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TUJUAN HUBUNGAT{

Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran selaku

Penunjang Pelayanan KDH,
Anggota TNI/ Polri yang
dipekerjakan sebagai

Aiudan/Walpri, dan Anggota
Polri _vang dipekerjakan sebagai

Pa t$,aI

900

1000

B. INDEKS RUPIAH

PeneLapan indcks rupiah dengan mempe rtimbangkan kemampuan kcuangitn
dacrah serelah penetapan biaya urusan wajib dan rutin yang diselenggarakan
olch Pemerintah Kabupaten Cirebon.Penetapan indeks rupiah ini dibedakan
antara struktural, fungsional tertentu dan Iungsional umum. Berikut rincian
indeks rupiah vang ditetapkan :

JAEATAI{

Pelaksana ULP/LPSE dan
Pelaksana BMD - SKPKD

4-9

.lrbatan Fxnssional Tertentu Ahli Utama
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda, Ahli Madya, dan
Stal Perencana Ahli Penunranq IPM
Jabatan Fungsional Tertentu Terampil Penyelia, Ahli
Pertama, dan Anggota TNI/Polri yallg dipekerjakan sebagaj

Jabatan Fungsion?rl Tertenru Terampil Pemula, Pelaksana

1300

900
dan Pelaksana Laniutan
Jabatan Fllngsional Umum Bendahara Pengeluaran dan 800
Penerimaar-r sclal<u Penunjang Pciayanan KDH

6 Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana Teknis Tertentu,
' dan Anssota PoId ):gr_rC 4fpg!f!_a&! s !eC!Cj4!L\ral

2. Indeks Rupiah Jabatan Struktural

750

Inspektorat/ Satuan
Polisj Pamong
Praja/Dinas/Badan
/Kantor

Kepala Dinas/ KepaIa
Badan/lnspektur/KepaIa Satuan
Polisi Pamonp Praia
Sekretads Dinas/ Sekretaris
Badan/Kepaia Bagian TU/Kepala
Kantor/Camat
Kepala Bidang/Sekretaris
Kecamatan

1. Indeks Rupiah JFU dan JFT

, .,ABATAN
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Kepa.la Sub Bagian /Kepala
Seksi/Kepa.la Sub
Bida.ngl Lurah/ Kepala UPI/ Kepala
Sub Baeian Selaku PPK SKPD

800

Kepala Sub Bagian pada
Kecamatan/Sekreta s
Kelurahan/Kepala Sub Bagian
pada Kecamatan Selaku PPK
SKPD

700

2 SeketsJiat DPRD Sekretads DPRD
Kepala Bagian 1.250
Kepala Sub Bagian 87s
Kepala Sub Bagian Selaku PPK
SKPD da.rr selatu Perencana
Proprarn

800

3 Sekretariat Daeralr Sekretaris Daerai selaku
Koordinator PPKD/BUD

4.430

Asisten Daerah 2.275
StaJ AhIi Bupati
Asisten selaku Kepa.la PPKD/BUD
dan Asisten selaku Penelaahan
Produk Hukum Daerah dan
Bantuan Hukum

2. t75

Kepala Bagian selaku
Kepala/ Koordinator ULP

1.325

Kepala Bagian selaku Kuasa BUD 1.300

Kepala Bagian/Kepala Bagian
selaku Pembantu Pengelola
BMD/Kepala Bagian selaku
Penelaahan Produk Hukum
Daerah dan Bantuan
Hukum/Kajian Perumusan
Kebijakan dan Reformasi
Birokrasi/ Penunjang Pelayanan
KDH

1.225

Kepala Sub Bagian selaku
Pengelota (Sekretaris) ULP/ (Ketua
dan Sekreta.ris) LPSE/Kepala Sub
Bagian selaku Pengelola
BMD/Kepala Bagian selal<u
Penqelola BUD

925

Kepala Sub Bagian / Kepala Sub
Bagian selaku PPK SKPD/Kepala
Sub Bagian selalu Penelaaha!
Produk Hukum Daerah da!
Barltuan Hukum/Kajian
Perumusan Kebijakan dan
Reformasi Birokrasi/ Penunjang
PelaYanan KDH

800
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c.
1.

RUMUS PERHITUNGAN

Jabatan Struktural
Nilai Jabatan/Bobot = Faktor (1 +2+3+4+5+6)
Tambahan Penghasilan PNS = Nilai Jabatan/Bobot X

Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsiooal
Nilai Jabatan/Bobot - Faktor (l + 2 + 3 + 4)
Tambahan Penghasilan PNS = Nilai Jabatan/Bobot X

Indeks Rupiah (Rp)

Tertentu

Indeks Rupiah (Rp)

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal

,-AEKRET

f DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH 
IKABUPATEN 

CIREBON TAHUN 2014 NOMOR SERI
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 79 "lah.ur' 2014
TANGGAL : 22 Desember 2014

KEPUTUSAN KEPALA OPD/SXPD

NOMOR

LAMPIRAN :

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAFTAR IIADIR DAN PEJABAT PENETAPAN TPP
oPD/SXPD ........................

TAHUN ..............

Menimbans : dst.
Mengingat : -dst.

Memperhatikan : dst.

MEMl]T1]SKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KET]GA

KEEMPAT

dst.

dst.
-dsi.

dst.

Ditetapkan di ......
Pada Tanggai .......

Kepala OPD/SKPD,

NAMA/PANG(AT/NIP

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal

.ZSEKRETARI KABUPATEN CIREBON,

touourc MULYANA
I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR SERI
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I,AMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 79 Tahun 2014
TANGGAL : 22 Desember 2014

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PROPORSI TAMBAHAN
KABUPATEN CIREBON

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMDR]NTAH

NO JANGIIA WAI(IUPRESTASI KERJA
{SASARAI! BERJA

!EGA]trAT)

I 5 6

I Calor legarvai neg€.i siPn

Bai! (76 901

a Peganai regefl sllil pnld.nd
atas dasd Pennohonafl da
ri.ipal ddi lue Pemerintan

85%

Bailr (76 eol L

Bai]{ (76 9ol

3 lriga] buLd lerram.
k!.! piid,n (terhlu.g
mulai tdggal surat

melakseake tuSasl
iidak mendapatl<d

penghasilal buld ke

Pe8arvai negen slpil di lu&
Pe@crintah !(abu!ater1
Cirebon atau Anggota
TNliPo!1 !&g dipeker]al<an
pada P€merinrah Kabulalen

Pegawai neBerl sltn di
lingi.ungan Pemenrt.i
(alrLpaten C!'eLron ldg
drperbantukd/d1!ekcr rakd
lada ba.lehrstalsi di luar
ln8kurgd Pemerinun

SKPD/OPD rdg

Nnai SKP

Bd! (76-901
pen8hasild ddr atal

yog b€rsegkuran

yds nenpeke.jd-kan

perehasllm dd/alau

yang bersdgluran

SPlmrJ mrnrau r .L a

meld!ssakar tugas

Selma dlbe.heitiLal

Nilai SIiP

Bai! (76 90)

Pega$al regef, slp1l IdB
mcilaldl cuo ldg bukan di
Lutu teggunes legtra

Pegawai negeri sipil 1dg

Pegasai Iang dib€.henrjkan

semenra.a/dinona!,Llka!

Pega{'ai iostdsi yang
diberhentike dengd
hormai arau tidak dengm



-32

NO

1

TAn1IBAIIAI{
PEGAWAI NDGERI SIPIL PENGIIASILAN

MIMMAL

'PP 
PEITA}IBAII

PRESTASI TERJA
(SASARAI{ T<DRi'A

PEAAIIAI)

PERILAIIT' T'DRJA
(PRESEI{ST

XETIADTRAII)

2 3 5 6

ianSgungan negda atau
delam bcbas tugas unrut
ne.lalanr masa !e.nalan

PERTLAKU KERJA

ASPEK YAI{G
DINTIAI AOBOA 9ERSEITTASI fPP PEI{AMAAII DA]I POI{GI'RANG

TerranrDat dal.ln I lsalLr) -Q,259/"

B.

L

, +O,25Ya o,250/"

KDTDRA!GAN

Tolrians k.t.rl.nnriarar : i
m.nlt rl.ndlr 1 (sa!r harl

lzin hadir t€rldbal >.1 ha.i
dald I lsatu) buLdl

Hadn rerltunbat den8ai r,trl
ddi atasan la.gslrng {ieftuhsl
dlbelkar role.arsr paling lam.

3 nedlhdr dtllan I lsatL'l
bular t.n!!a !.1!.ra

pengrr.ng.u rdll)L:Lh.xr
PengLdsrh. b.f dasarkdr

lern.Lu Le.ra

+0,25'i

+O,25'/o

o,25V.

-o,24

PuLdB kerla scbclum
$arnrnla ddm 1 (satrLl hdi

Iznr pulalg kerja selelun
rvat{Lu.]a >.1 h i d.Idr1 1

Tolcrarsl puldg kerla s.h.LuDr
*altunva:15 DleDrl dar

kere.tum jm p!ldrg ke!1.
d.lao I lsarul hdr

Pulang he!a sebeliur trakn'nra
dengan ,21n darl atasar

lturgsung t.fi ulis) dLLerika
tolerdsr pali.g lama il krga

Id1dal.m 1 (satrLl Lula. Iant.
arlarya rrenAuangan ian|illdl

!enehasnnn berdasa lia.
Pe.ilaku ke!a

+o,f/a T a! Dastrk lanpa ,lasar

]-ihar k.tertudr Lalu. 3 barls

Te.ke.ualr menS.mbLl.uu
rahunan atau .ud la1n.la
rnd{a nlkaregorihal masuk

l,ihar k.ientudl lioloxL l

lihar ketenluan k.Lon + io,ru

l

+o,Svo

o,5/o, ,. r I
k.a; \Pl,PlL m

i L 'r-'r.,r

lihat kelenruo lajlr.3 bdis

C. PRESTASI KERJA

NO
ASPET' YANG BOBOT PERSEIIAASI TPP PE!{AMBAII DAIT PEIIGURSNG BANERANGATT

1 3

Nrl.i SliP +1o/, Nnd SIiP Cuklp'(61 751

!ada akhir rahurl be.kenad
untuk !en8!kuran

rd)banan pcnghasilm tanun

Nilai S(l padLl &hn rahu,l
berhenaar unmk !eng!k!rar
ldbahan pcnghasLl.d talLurl
bcrikullla. apabila n11ai S(P

cukup kutog dan buruli
maka .kan diku.drer

rambahd ?enghasllannla
sebesd.+c, seiap buL.{L d.ndr

Nilai SKP Kurang' (51 601
pada .l<hi! rahur be.kenad

,,nn,k ne.4rl<uran



tebahm pmghasnd bnu
berikutnya

I {satu) t6hun

Nirai sl<P.Bu4ra (o-so)
pada alhir tabun berkend

untuk pogukud
tMbahd penghasnan taluD

BUPATI CIREBOI{,

TTD

SUNJAYA PURIIIADISASTRA

Diundangkan di
pada tanggal

KABUPATEN CIREBON,

f DUDUNG MULYANA
BERTTA DAERAH keeuparel crR!;BoN TAHUN 2014 NoMoR

ajiEKRETARTS

SERI










